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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN

SUMBANGAN PARTISIFAS] MASY ARAKAT DALAM RANGKA PEMBIAYAAN

Menimbang

PENDIDIKAN DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI SITURDNDO,

a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasions} melali upaya
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatm mutu pendidikan dan
peningkatan sumber days manusia sria IETCApainya mmi
pendidikan, sehinggs mampu menghadapi tuiotan kemajuan tlmu
pengetahuan dan teknologi secara glohal, perlu adanya dukungan dan
peransarta masysrakat yang lebih optimal ;

b. balwa untuk mencegah penyalahgumaan dalam usaba penpumpalan dan
pengmumaan sumbangan pada dunia pendidikan seria guma mencapi
tujuan sebageimens dimaksud pada hurufl 2 konsideran ini, maka guna
kclancamm dan tertib admimistrasi serts agar pelaksanammnya dapat lebib
efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilgusa dipandang pertu mengatur
Mckanisme Penvelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Parisipasi
Masyarakal dalam rangka pembizysan Pendidikam di EKabtwpaten
Situbondo dengan suato Peraturan Bupati.

. Undang-Undang WNomor 20 Tahun 2003 tentang Sislem Pendidiken
Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Larmbaran Negara Repuohlik Indenesia Nomor 4301} ;

7. Undang Undang Nomor 10 Tahus 2004 tentang Pembentuken Peraluran
Perundang—undangan (Lembaren Negars Republik Indemesia Tahun
2004 MNomor 53, Tambahan Tembarman Megara Republik Indomesia
Nomor 4389) ;

3. Undmg-Undang Nomor 32 Tamm 2004 teotanp Pemevinishan Dacrah
(Lembaran Negsra Republik Indonesia Tabun 2004 Nomer 125, Tembahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momur 4437) scbegaimana lelah
Jiubah dengan Undang-Undmng Nomor 12 Tahum 2008 tentang Perubahon
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemesintahan
Dacrab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomwr 59,
‘Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4844) 1
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4. Undang-tindang Nomor 4 Tahun 2005 entang Guru dan Dosen
{1.embaran Negam Bepubdik Indonesia Tahun 2000 Momor 157, Tambahan
Lembaren Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;

5. Peraturan Pemnntah NWomor 20 Tabon 1980 ientang Pelaksanaon
Pengumpuilan Sumbangan (|.embaran Mepgam Republik [ndonesia Tahun
1 980 Nomwor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor
3175) .,

6. Peraturan Pementah Nomor 32 Tahun 1992 ientang Peran Sera
Masyarakat Dalam Pendidiksn Nagional ([embaran Megara Republik
[mdonesta Talun 1992 Nomor 94, Tambahan Lembaran Mepara Repaiblik
Indkmesia Momor 3485} ;

7. Paatumn Pemerintah Nomor {5 Talmm 2005 tentang Stamdar WNastonal
Pendidikan oleh Ssiwm Pondidikan Dasar dan Menenpah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3496) ;

B. Permursn Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tcntang Wealib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indkomesia Tahun 2008 Nomor %), Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) 5

9. Pemturan Pomorintsh Nomor 48 Tahun 2008 iomtany Pendanaan
Pendidikan (| .embaran Negara Republik ndonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4864) ;

10. Peraturan Memen Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 icnlang
Standar Pengeloiaan Pendidikan ;

11. Kepurtusan Menteri Pendidikan Nasiomal Nomor 044/U/72002 tentany
Dewan Pendidikan dar Komite Sekolah ;

1Z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timue Nomor 1 Tabun 2010 tenteng
Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Jawa Timur ;

13, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Susunzn Organisasi dan Talz Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo
{Lembaran Daerah Kabupaten Situbnmlo Tahum 2008 Momor 03,
‘['ambahim Lembaran Daerah Kabupaien Situbondo Nomaor (3) ;

14, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2008 temang Urnian
Tugas don Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo (Berita
Draerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nemor 50).

MEMUTUSKAN :

MEKANISME PENVELENGGARAAN FENGUMPULAN
SUMBANGAN PARTISIPAST MASYARAKAT DALAM RANGKA
PEMBIAVAAN PENDMIMEKAN DI KABUPATEN SITUBONDO.

BRARI
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1. Pemenniah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah scbagai unsur
Penyelengggra Pemerintahan Dacrab ;

2.  Bupau adalah Bupati Situbondo ;

3. TMinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupsaten Situbondo |

4. Kepaln Dinac Pendidikan atalah Kepala Dimzas Pendmdikan Kabsupaten
Simihondo ;
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12,

13.

14,

15.
16.

17.

18,

19,
20.

(1)
3

Komite Sekofah/ madrasah sdalah [embaga mandin  vang
beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekotah atau
rmadrasah, seria tokoh masyarakal yang peduli pendidikag ;

Peserta Didik adalah anggola masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi  didik melalui proses pembelwarur  yang
terscdia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu ;

Pemanpku kepentingan pendidikan adafah orang, kelompok erang. atau
organisasi vang memiliki kepentingan dan/ ateu kepedulian Lerhudap

Masyarakal sdalah kelompok Warga Negera Indonesia non pemcrimtah
yang mempunyai pethalian dan peranan dakam bidang pendidilcan ;
Pendidiken adaleh wsaba sadar dan erercana unfuk  mewaguedkan
suasana helajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara akiif
menpembangkan poiensi dirinyn untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
scrta ketrampilan yang diperfukan dirinya, masyarakat, banpsa dan
negara ;

Wajib Belajar adalah program pendidiken minimal yang harus diikuti
oleh warga negara indunesia atas {anggung jawab Pemerntah dan
Pemerintah Daerah ;

Penvelenggern  Pendidikan adaleh  Penmanggungjawab penyediaan
layarem  pendidikan baik [embaga Pemerintah atae swaesta yang
membawahi satusn pendidikan |

Penyelenggaraen Pendidikan adalah pengelolaan pendidikmm yang
mencakup  seluruh  kegislsn perslidikan  formal dan  pendidikan
nonformal  baik  vang diselenggarakan Pemwrintah Daersh  den
masyatakat dalam lingkup dinas mawpun oleh Kantor Kementerian
Agama wesusal ursan daerah ;

Satuan Peodidikun adalah  kelompok layanan pendidikan  yeog
menvelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikar ;

Rintisan Sekalah Bertaraf Internasiona) yang selanjuinya di singkat
RSBi adalah sckolsh yang sudsh memenuhi standar  nasional
pendidikan yang dipersiapkan menjadi sckolah bertaraf intemasional |
Dana Pendidikan adalalh sumber daya keusngan yang disediakan umtuk
menyclenggarukan dan mengelola pendidikan ;

Pendana:m Pendidikan adalah penyediaan suraberdaya keusngan yang
diperhukan umuk penyelenggaraan dan pengelolamn pendidikan ;
Anpgaran Pendaputan dan Belanja Sekolah, umtuk selanjuinya disinglat
APBES adalah rencana keuvanpan sekolab/madrasab vang disusun Kepala
Sekolub/ Madrazah bersama Komite Sekolah/Madessah ;

Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesualu yang dipergunakan
dalam penyelenggaman pendidikan yang melipwti tenngn kependidilen,
masyarakat, dana, sarana dan prasarana ;

Penpumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatken uang urduk
pembangunan dalem bidang pendidikan ;

1Jsaka Pengumpulan Sumbangan adalah semua program, wpaya, dan
kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

Paszal 2

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawsb bersama antara
pemerintah, pemerintsh daerah, dan masyarakat |

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) melipufi :

4 penyelenpgara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat ;|

b. peserta didik, orang tua ataw wali peserta didik : dan



4

c. pihak lain sefain yang dimeksud dafam hurut a dan huruf b yang
mempunyei perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan,

Pasal 3

Biaya Pendidikon melipii :

a. Biaya satoan pendidikan ;

b. DRiays Penyelenggaraan dan/ atan pengelolaan pendidikan ; dzn
c. Biaya pribadi peserta dadik.

BAB 1
ANGGARAN PENDIDIK AN

Pasal 4

Sumber anggaran pendapatan dan belanja pendidikan pada satuan-salian
pendidikan berupa :

a  Hibah dari Pemerintah ;

b. Sumbangan dari masyarakat {rutip dan insidental}

Pasal 5

Dalam anggaran pendapatan dan belanja pendidikan pada satuan pendidikan

yang sumher pendapatanaya dari masyarakat digunalan untuk :

4. Pembayaran belunja di luar belanja yang sudah ditmppung dari
Angparan Pendapaten dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dun
Belanja Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanya Negara |

b. Sehagai pendamping dan Anggaran Pendspatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi dan Anggaran Penudapalan
dan Belarya Nepara.

BAR I
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
PENGUMPULAN SUMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal A

Ruang Yingkup penyclcnggaraan penpumpulan sumbanpan partisipasi
masyarakat yang disir dalam Peraturan Bupati ini adalah semua program,
upaya, don kepiatan dalam rangks menunjang kegiatan bidang pendidik.m
melului peayelenggaraan pergumpulan sumbangan dari masyarakat berupa
uang yang dilaksanakan berdasarkan izin dari pejebat yang berwenang
berdasarkan prinsip sukarela tanpa paksean secara langsimg maupun tidak
langsung,

BAR 1Y
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FENDIDIKAN

Pasal 7

{1} Sumbangsn pariisipasi masyarakat dalam pembisyaan pendidikan
dilaksanaksn olch persecrangan, kelompok, keluarpa, organisasi
profesi, pengusaha dan  organisasi kemasyarakalan  dalam
penyelengparnan dan pengendalian mutu pendidikan ;



{2} Sumbangan partisipasi masvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ([}
dilaksarakan sceara sukarcla dan didasarksn pada asss transparansi dan
akimtabalitag

(3) Partisipasi masyarakat schagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari
sumbang saran, sumbangan pembiayaan pendidikan dan sumbangan
lain-lain  yang hersifal tidak mengikat disalurkan melalui Komite
Sekolah.

BABY
KETENTUAN SUMBANGAN PENIDHIMNKAN
OLEH MASYARAKAT PADA BIAYA SATUAN FENDIDIKAN

Pasal 8

(1} Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan untuk pememuhan
rencana pengembangan saman atan program  pendidikan  menjadi
bertaraf intermnasional dan/atau berbasis keunpgutan lokal ;

{2) Pendanaan biava investasi selain lahan enuk satuan pendidikan yang
bukan peliksana program wajib belajar, haik formal maupun non
formal -

(3} Pendanaan biaya persorsalia pada satuan pendidikan bukan pelaksans
program wajib belajar, baik formal maupun non formal ;

{#) Pendanaan tambahan di aias biaya personalia ysmg diperiokan umuk
pemenuhan frencaaa perpgembangan sstuan pendidikan meniadi bertarat’
internastonal dan/atan berbasis keunggulan fokal ;

(5} Pendanasn biaya pon persomalia yang bukan pelaksana program wajib
beajar. baik formal mavpun non formal ;

(&) Pendynaan tambahan di atas bays non petsonalia yanp diperlukan
umuk pemenuhan m™ncana pengembangan saluan plau  progrAmM
pendidikan yang diselenpgarakan bukan pelaksana program  wajib
belajar, baik formal maupun non fermal |

{7y Sumbangan pengembangan sehagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
{5), dan ayat {6), dilakwkan setelah peseria didik dinyatekan diterima
dan selesal dafiar ulang < sekolah Lersebul

Pasal 9

(13 Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal § dilakukan :

8. Berdosarkan kesepakatan bersama antara Komile Sekodah, Pihak
Satuan Pendidikan denpgan Orang Tuva danfatey Wali Peserta Didik
dengan berpedomun pads Rencana Anpgaran Pendapatan  dan
Belanja Sckoleh (RAPBS) dan kemampuan orang tua dan/ atau wali
peseria didik melalual suata rapat pleno vang disclengparakan olch
K.omite Sekolah ;

b. Bagi orang lua danfalau wali peserta didik yang berasal dart keluarya
miskin dibebaskan dar sumbangan ;

c. Mondapatkan pengavwessan dan Peorerintsh Dacrah.

(2) Sumbangan Pengembangpm Institusi dapat dikemakan kepada pesetts
didik disctiap jenjang satuan pendidikan ,

(3) Dana Pempembangan lnstitusi yanp berasal dari Orang Tua danfatau
Wali Peserta Didik, pengpunaannyz diprioritaskan untuk bisya invesias]
sesuai Nafier Skala Prioritas (DPS) dan tidak boleh digumakan ymiuk
membigyai gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tuniangan vang
metekat pada gaji ;

(4) Pengclolaan sumbangan biaya pendidikan harus berprinsip pada :

a Keadilan;

bh. Flesiensi;



¢. Transparansi ;
d. Akuntabilitas.

Pagal 10

Smnbangaﬂ'l dalam pcmbisyaan schagaimana dimakswd dalam Pasal &8 avat
{1} sampal dengan ayat {7) ditjukan untuk :

menttupi kekurangan pembiayaan satuan pendidikan dalam memenuhi
Standar Masional Pendidikan yanp tidak dianggarkan dalam APBN
dan/atau AFBD Kabupaten |

mendanai program perningkatan mutn satuan pendidikan di atas Standar
Nasional Pendidikan.

Fasal 11

Sutnbangan partisipasi pada satuan pendicikan dimaksud dalam Pasal 8
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikt

HE

didasarkan pade perencanaan invesiasi dan‘atau operasional yang jelas
dan dituangkan dalam rencana stratcpis, rencana kerja tahunan, scrta
anggaran {ahunan yang mengacu pata Standar Masional Pendidiken ;
perencansan investasi dan/atau operasional sebayaimana dimaksud pada
huef a diomumkan secarn transparan kepada pemangku kepentingan
satuan pendidikan ;

dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan
pendidikan ;

dana yasg diperoleh dibukukan secara khusus oleh satwan pendidikan
terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara pendidikan ;

tidak dipungut dari peserte didik atau orang tun/walinys yang tidak
TaMmpu securd ekonomss |

menerapkan sistern subsidi silang yang diahwr sendiri oleh satuan
perdidiken |

digunakan sesuai denpan perencanaan schagaimana dimaksud hurof a
tidek dikaitkan dengam persyaratan akademik untuk penerimaan peserta
didik, penilaian hasil belajar peserta didik, danfaten kelufusan peseria
didik dani safuan pendidikan ;

sckurang-furangnya 20% (dua puluh persen) dari tolal dena sumbangan
digunakan untik peningkatan mutu pendidikan ;

besaran anpgaran biaya niie dan penggunaan untuk pembelian barang
habis pakai setmggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dan total jumiah
punguian.

tidak dialokastkan baik socara langsung maupun tidak langsung untuk
kesejahieraan  ampgotsn  komile  sekolab/madrasah  atau  lembage
represcniasi pemangku kepentingen saten pendidikun ;

pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung
jawnbkan oleh satuan pendidikan secara transperan kepads pemangku
kepentingan pendidikan tensema oreng tua danfatae walt pesertas didik,
dam penyelengpara satuan pendidikan ; dan

hal-hal yang lain mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriaku

Paxal 12

Apabila dana sumbengan yang diterima satuan pendidikan pada satu ahun
ajaran melebihi jumlab dane yang diperlukan menunit perencanaan investasi
dansatan operasi, maka kelebihannya dimasukkan dalam anggaran tahuan
berikulnya.



Passl 13

Bupati, scsuai kewenangannya dapat wmembetalken setiap  pungian
sumbangan apabila melangpar peraturan perundang-undangan atan dingla
meresahkan,

Pasal 14

(£ Ovang Toa dan‘atan Weli Pescrta Didik dapst memberiken sumnbangan
penadidiken yang sama schkali tidak mengikat kepada satuan pendidikan
secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 7 ayal {2) ;

{} Pencrimsnn, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikar
yang borsumber dart orang e danfstau wali peserta didik, diaudit oich
akuntam publik dan/atzu Badan Pengawas Kabupaten dan bilamana
perdu dapat diurnumkan secare transparsn di media celak berskala
nasional, dan dileporkan kepada Menteri apabila jumlshaya melebihi

BAB VI
MEKANISME PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN BIAYA PENDIDIKAN

Paaal 15

(1) DDewsn Pendidikan bersarma-sama denpan Komite Sckolah dan Satian
Pendidikan menentukan kehijakan wmum mengenai sunbangan bisya
pendidikan yang dihimpan dari masyernkst sehagai dasar penyusunan
kebuluhan pembiayaan |

(2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat {1 dimaksudkan
untuk menjamin adanmya keadilan, tmansparansi dan  akuntabilites
pendidikan dan kesempaian seluas-luasayz bagl masyarakat untuk
herpartizipasi dalam pengembangan pendidikan pada saticn-satuan
pendidikan ;

{3} Sebagal kelengkapan rencana prograna setuan perdtidikan membuat
pemetasn siswa miskin yang wajib dibebaskan dari pungutan
sumbangan ;

(4) Dafir Kebutvhan pembiayasn pada satvan pendicdikan disjukan
kepada Komite Sekolah guma memdapatkan dans bantuan
pengembangan sekolah ;

{5) Melalui rapat pleno yang disclenpgarakan olch Koinite Scholah,
Pengurus Komite Sekolah membahas program pengembangan sekolah
hersama dengan satuan pendidikan beserta Orang Tus danfatan Wali
Murid gunz mendapatkan masukan ;

{6) Apabila RAPBS disepakaii ditasngkan datam suatn berita acam
persetujoan RAPAS antzra Komite Sekolah dengan Orang Tus/Wali
Murid diketahid Kepala Sckolah pada satuan pendidikan yanp
bersangkutan

(7y Sekolah tidak diperkenankan mengkoordinir pelaksansan pernbahasan
program  pengembanpan sckolah yang dilakukan oleh Pengiaums
Komite Sekolah borsama dengan Oranp Tua / Wali Mund, kecuali
yang dikehendaki olch masyarakat melalid Komite Sckolah ;

(8) Surat Pcmyatsan Twiak EKeberaten den masing-masing Orang Tua
dan/atan ‘Wali Mond untuk memberikan sumbangun yang besarannya
telsh disepakati bersama serta tidak keberatan terhadap rencana
penggunaan dena sumbangm ;

(%) Surat Kesongpupan dari Orang Tua/Wali Murid dengan sedikitnya 3
{tiga} pilikan besaran sumbangan yang disanggupi |



{10) Bagi Oreng Tua / Wali Murid yang tidak mampu Jdibebaskan dari
simbangan dengem melampirkan keterangan dari Kepala Desa atan
Lurab dan diketahin Camat setempat ;

{¥1) Bagi Orang Tus / Wali Murid yang mempunyai 2 (dua} orang anak
dalam sekolah yanyg sama. sumbangan henys dapat dikenakan pada §
(saty) orang anak saj ;

(12} Kesepakatan vany diambil dari mpat pleno tersebin sehagai dasar
Komite Sekolah imink memberdayakan Orang L'ua / Wah Marid yvang
mamin dalam mengembargkan sekolah ;

(1}) Rapat Komite Scholah wajib dihadin oleh 2/3 (dua pentigal anggota
dituktikan dengan absensi.

Fasal 16

(1) Hasil pembelian/pembangunan sanma prasarana yang dipereleh dari
hasil pungulan sumbangan Komite Sekolah dan/stau dan masyarakat
diserahkan kepada pihak sekolsh melalus berita acara hibah, yang
selanjuinya menjadi asset sckolah ;

(2) DBesar sumbangan sebagaimana dimaksud peda ayad (1} ditentukan mas
dassr musyawarab unsur-unsur satuan pendidikam dan  Komite
Sekolah.

BAH VI
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasat 17

Semua bentuk sumbangan dan pemanfastan swmbangan uantuk keperluan
pembizyaan pendidikan dilaporkan secara berkala dan transparan kepada
Bupati Cy. Dinas Pendidikan serta kepada orang tua'svali mund.

Pasal 1§

Kegiatan penghimpunan sumbangan hiaya pendidikan dati Masyarakat oleh
Komite 5Sckolah dileksanakan dengan sepengetahman Bopati cx. IMnas
Pendidikan.

Pazal 19

Komite Sekolah wajih menyampaikan kaporan kepada orang teafwah murid
maupan masyarakat atas pemanfaatan anggaman yang bermmmber dars
sumbkngan masyarakat dan atau kerjasama denpan pihak lain.

Pasal 20

{1} Penanggungjawab dmy pelaksans kegistan penghimpunan sumbangan
biaya pendidikan dari orang tua/wali murid manpun masyarakat pada
satuean-satuan pendidikan adalak Komte Sekotah ;

(2} Penghimpunan sambangsn biaya pendidikan schagsimana dimeksud
pada aym (1) ditandaisngsni bersama-sama oleh Komifc Sckolah dan
Kepala Sekolah pada Setuan Pendidikan.

Paxs| 21

Komite Sekolah wajih menyampaikan laporan/pertenggungjawaban kepada
orang tua/wali muridd maupun masyarakat atas pemanfasian anyyaran yang
bersumber dari smbangan orang fwa‘wall mund maupun masyarekat den
stau kerjassma dengam pihak lain.



BAR VIII
TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 22

(1)} Surat Permohonnn izin penyelenpgaraan pengumpulan sumbangan
dizgjukan oleh Komite Sckolah bersama Kepala Sekolah pada satusn
pendidikan kepada Bupati ;

(2) Permohonan sebapaimana dimaksud avat (1) dilenygkapm husil verifikasi
pleh Tim Vetifikasi pada Dinas Pendidikan.

Pasal X3

Surat Permohonan izin  penyelenggaraan pengumpulan  sumbangan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dengan jelas memuat

Mamn dan alamat organisasi pemobom ;

Susunan pengumis ;

Kepiatan vang dilak sanakan ;

Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangen ;

[ Isaha-usaha yang akan dilaksanakan vntuk mjuan iersebut ;
Waktu penyelengparann ;

Luas penyelenggaraan |

Cara penyelengwnen dan penyaturan ;

Rencana pembiayasn secam ninci ;

Notulen rapat dan daftar hadir peserta ;

Sural pernyataan lidak Keberatan dari orang tus/wali murnid.

Fr R MR AR TR

BAB IX
PERLZLINAN
Pasal 14

Izin penvelenggaraan sumbangan hanya dapat diberikan kepada organisas:
pemobon  setelzh  memenuvhi  porsyaratan  sehagmimana  diahw  dalam
Peraturan Buapati im.

Pasal 25

{1) Bupati menerbitkan Rekomendasi penyclenggaman pengumpulan
surnbangan yeng telah diverifikasi oleh Tim Verifikesi danfeten
Lembaga Publik dan/atau Badan Pengawas Kabupaten di berikan dalam
hentuk Rekomendasi Bupati untuk jangka wakts selama-lamanys 3
(tiga) bulan ;

{1) Apabila dianggap perty izin dapat diperpanjzog | (satu) kali emiuk
jangka waktu paling lama 1 {saty) bulan ;

{$ Persyarstap-persyamatan  penyelenggarsan  salain  tersebut ayat (1)
diberikan oleh Bupeti berdasarkan kebwtuhan, komdisi den sitwasi
dacrah |

(4} Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud  ayat (1) pade
pelaksanaannya wajib ditindakianjui dengan suans Keputusap Bersama
antara Ketua Komite Sekolah denpan Kepala Sckolah pada atuan
pendidikan.

Pazal 26

{1) Segala bentuk penyalahgunasn dalam penyelenggaman pengumpulan,
penggunaarn  sumbangan masyarakat dalem renpka  pembizyaan
pendidiken menipakan kejahatan |
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(2) Terhadap setiap penyalahgunean dangs sebagaimana dimaksud pada avat
(1) baik yeng dilakukan olch sekolah, komite dan pihak-pihek lainnya
akan dikenakan sanksi <an/atau tindakan sesuay demgan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BARX
FEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
Pusal 27

{1) Pembinaan dan pengawasan ferhadup pelaksansan  penguamgolan
sumbangan dan penggunaannya dilakukan oleh Apamt Penpawasan
Fungsional, Komite Sekolah, dan Masyarakat ;

{2} Agar delam pereticanaan dan penganggarsn sumbangan schagaimana
dimaksud ayvat (1) scsus dongan keteotian dalam Peratoran Bupai ini,
maka dibemtuk Tim Verifikasi yang tupas dan kesnggotaannys
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinus ;

() Keangpgotaan Tim Verifikasi acbagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari
hidang persekolahan dan prngawas sckolah,

BAB XI
KETENTIIAN PENUTUP
Paxal 23

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peratoran Bupeti ini, sepanjang
mengenai teknis dan pelaksansannys berpedoman kepada ketentuan dan
peratwan perandang-undangan yang berlaku,

BAR X1

EAIN-LAIN

Tasal 29
Satuan Pendidikan wajib melaksanakan pendidikan scsuai dengan Stwandar
Pendidikar Nasional sebagaimana ketentusn perundung-usndangan  yang
berlaku,

Pasal 3¢

Peraturan Bupati ini mulai berloku pada tanggal diundzangkan.

Apar setiap orang dapat menpetahuinya, memerimahkan pengandangan
Peratman Dapati ini dengan poncoipetannys  dalam Berna Daerah
Kabupaten Sirubondo.

Ditetapkan di Situbondo
Padatanggat |1 irn

NIP. 19541010 197603 010 ; |§
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